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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

5

BUPATIKOLAKA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317
ayat (1) Undang-Undang Nimor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala
Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan  Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD)
yang diajukan merupakan perwujudan dari
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan
kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas
dan plafon anggaran sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD pada tanggal 16 bulan September tahun
2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
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)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajpk Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 82, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana teiah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Karya (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601); tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimabangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan  Keuangan  Partai  Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Adminitrasti Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun
2017  tentang  Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah  serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah, dan  Tertib  Administrasi
Penga juan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN
ANGGARAN 2021

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kolaka.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Bupati adalah Bupati Kolaka.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka

sebagal unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah perangkat Daerah pada pemerintah  selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

9. Pengelola Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

10. Penjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah vyang
selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD
dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati.

11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah

peraturan Bupati Kolaka tentang penjelasan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya
yang beisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi
QFD,

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

BAB I1
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 semula berjumliah Rp. 1.303.165.030.858,00 bertambah sebesar
Rp. 44.284.374.969,00 schingga menjadi Rp. 1.347.449.405.827,00.
dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pendapatan
a. Semula Rp. 1.296.165.030.858,00
b. Bertambah/{berkurang) Rp. 37.794.714.660,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.333.959.745.518,00

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.298.165.030.858,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 49.284.374.969,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.347.449.405.827,00
Surplus / (Defisit) Perubahan Rp. (13.489.660.309,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 7.000.000.000,00
2) Bertambah/{berkurang) Rp. 6.489.660.309,00
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 13.489.660.309,00

Perubahan



b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Rp 0,00
Perubahan
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 13.489.660.309,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 3
(1) Pendapatan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
dan:
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 133.705.406.158,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.377.249.283,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp. 144.082.655.441,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp. 1.106.204.205.000,00
2.Bertambah/(berkurang) Rp. 32.417.465.377,00
Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubahan Rp 1.138.621.670.377,00

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. Semula Rp. 56.255.419.700,00
2Bertambah/(berkurang) Rp. (5.000.000.000,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah Setelah
Perubahan Rp 51.255.419.700,00

Pasal 4

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3
huruf a bersumber dari :
a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 42.670.238.054,00
2. Bertambah/{berkurang) Rp. 9.422.249.283,00
Jumlah Pajak

Daerah Setelah Perubahan Rp. 52.092.487.337,00

b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 18.511.296.957,00

2. Bertambah/(berkurang] Rp. (8.809.528.403,00)
Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan Rp 9.701.768.554,00




c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. Semula Rp. 12.592.488.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 17.592.488.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 56.931.383.147,00

2 Bertambah/(berkurang) Rp. 4.764.528.403,00

Jumlah lain-lain PAD
yang Sah Setelah perubahan Rp. 64.695.911.550,00

{(2). Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b

bersumber dari :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1. Semula Rp.1.037.849.763.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.085.416.322,00
Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat
Setelah Perubahan Rp 1.045.935.179.322,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
1. Semula Rp. 68.354.442.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.332.049.055,00
Jumlah Pendapatan Transfer

Antar Daerah
Setelah Perubahan Rp 92.686.491.055,00

(3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pasal 3 huruf b bersumber dari :
a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp. 19.842.525.000,00
2. Bertambah /{berkurang) Rp. (5.000.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Hibah
Setelah Perubahan Rp. 14.842.525.000,00

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
1. Semula Rp. 36.412.894.700,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
Setelah Perubahan Rp. 36.412.894.700,00



Pasal 5§

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri
atas

a. Belanja Operasi ;

1. Semula Rp. 810.132.519.107,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 29.724.513.146,00
Jumtlah Belanja Operasi
Setelah Perubahan Rp. 839.857.032.253,00

b. Belanja Modal

1. Semula Rp. 319.008.857.051,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 9.785.089.456,00
Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan Rp. 328.793.946.517,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 15.000.000.000,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. (1.413.571.493,00)
Jumlah Belanja Tidak
Terduga
Setelah Perubahan Rp. 13.586.428.507,00
d. Belanja Transfer
1. Semula Rp. 154.023.654.700,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.188.343.850,00
Jumlah Belanja Transfer
Setetah Perubahan Rp 165.211.998.550,00
Pasal 6

(1). Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf
a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 449.059.377.077,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 7.325.962.226,00
Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan Rp. 456.385.339.303,00
b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 353.536.258.530,00
2. Bertambah/{berkurang) Rp. 13.609.486.220,00

Jumlah Belanja Barang dan
Jasa Setelah Perubahan Rp. 367.145.744.750,00
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c. Belanja Hibah

1. Semula Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Hibah
setelah Perubahan Rp.

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp.

2. Bertambah/(Bekurang) Rp.
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Setelah Perubahan Rp.

(2). Belanja Modal sebagaimana dimaksud

terdiri atas :
a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp.

2. Bertambah Rp.
Jumilah Belanja Modal Tanah
Setelah Perubahan Rp.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. Semula Rp.
2. Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Modal Peralatan
Dan Mesin
Setelah Perubahan Rp.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. Semula Rp.
2. Bertambah/(berkurang} Rp.

Jumlah Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Setelah Perubahan Rp.

5.498.075.000,00
8.825.395.200,00

14.323.470.200,00
2.038.808.500,00
(36.330.500,00)
2.002.478.000,00
dalam pasal 5 huruf b
1.122.000.000,00
1.871.000.000,00
2.993.000.000,00

71.557.741.076,00
2.073.916.597,00

73.631.657.673,00

134.850.085.227,00
4.228.641.772,00

139.078.726.999,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi

1. Semula Rp
2. Betambah Rp.
Jumlah Belanja Modal Jalan, jaringan
Dan irigasi
Setelah Perubahan Rp.

e. Belanja Modal aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp.

2. Bertambah /(berkurang) Rp
Jumlah Belanja Modal Aset tetap

Lainnya Setelah Perubahan Rp.

110.785.245.956,00
(182.800.711,00)

110.602.445.245,00

693.784.792,00

1.794.331.808,00

2.488.116.600,00
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(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c
terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

1. Sernula Rp. 13.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.413.571.493,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan Rp. 13.586.428.507,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d
terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 2.729.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil
Setelah Perubahan Rp. 2.729.000,00
b. Belanja Bantuan keuangan
1. Semula Rp 154.017.925.300,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 11.188.343.850,00
Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan Setelah Perubahan Rp 1635.206.269.150,00
Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan :

1) Semula Rp 7.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.849.660.309,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 13.489.660.309,00

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.000.000.000,00}

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 8

(1). Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf a, terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp. 7.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang}) Rp. 6.489.660.309,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
Tahun sebelumnya setelah

Perubahan Rp. 13.489.660.309,00



(2). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf b, terdiri atas:
a. Penyertaan Modal

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal
Setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kolaka Tahun
Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
ke jadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat
vang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wa jib;

c. Pengeluaran daerah vyang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan atau masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri dari:
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1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

2. Lampiran [I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran Il Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub  Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran;

S. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara,;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan
SPM;

7. Lampiran VIl Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS
dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD-P.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 26 okk 2072

i
ﬂﬂBl{I_P (\O/I:AKA,
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q{ AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka &
pada tanggal %6 Oxkobav o

SEKRETARIS RAH
KABUPATEN LAKA,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021, NOMOR 2



